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WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2L TAHUW 2005

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019, perlu mengevaluasi agenda Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019 yang
mencakup sasaran reformasi birokrasi, arah kebijakan dan
strategi, dan program quick wins Reformasi Birokrasi;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan

Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Road Map dan
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga
Tahun 2015-2019, dipandang sudah tidak sesuai sehingga
perlu ditetapkan kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Road Map Birokrasi Pemerintah Kota
Salatiga Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5237);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Manajemen Perubahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1813);



18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 985);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-
2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga
Tahun 2010 Nomor 42);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Pola Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 59);
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30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Safatiga Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 21)

31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 34);

32. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sdlatiga {Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 52);

33. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014
Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah  Walikota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah  Daerah, yang mempunyai tugas pakok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah tertentu
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan
kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi,
meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh
aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

6. Road Map Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disirgkat Road-
Map RB, adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Salatiga Tahun 2015-2019;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-
2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-
2016, yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 201%1-2010,
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.



9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD,
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

10. Tim Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disingkat Tim RB,
adalah wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk
percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi di daerah.

Pasal 2

(1) Road Map-RB merupakan dokumen perencanaan yang
digunakan sebagai pedoman dalam wupaya percepatan
pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang diselaraskan
dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah.

(2) Sasaran Road Map-RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
b. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas..

Pasal 3
(1) Dokumen Road Map-RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Arti Penting Road Map Reformasi
Birokrasi
1.4. Keterkaitan Road Map Reformasi Birokrasi
dengan Dokumen Perencanaan Pempangunan
Nasional dan Daerah
1.5. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun
2015-2019
1.6. Ruang Lingkup Program Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019
BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA SALATIGA
2.1. Gambaran Umum Sasaran Reformasi Birokrasi
2.2. Kebutuhan dan Harapan Pemangku
Kepentingan
2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah
Kota Salatiga
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2015-2019
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi
Birokrasi
3.2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
3.3. Sasaran Prioritas Program Reformasi Birokrasi
3.4. Kegiatan Pendukung
3.5. Rencana Aksi
BAB IV MONITORING EVALUASI
BAB V PENUTUP
(2) Dokumen Road Map-RB dengan sistematika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4
Jangka waktu Road Map-RB selama S (lima) tahun yaitu mulai
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 5
Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Rerormasi
Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015, tetap berpedoman
pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor S Tahun 2015 tentang
Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Salatiga Tahun 2015-2019.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Road Map dan. Rencana. Aksi
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 0 OC;VLF 1015
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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN Jpis NOMOR 16



